
: 1. Undang-Undan~ Nomor 14 Tahun 1950 temang 
PembentukanDaerah-daerahKabupaten Dalam Unglo.Jllgan 
Proplnsi Jawa Baral (Berita Negara Tahun1950): 

Mengmgat 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
nurut a. Pemberitukan Untt Pelaksana Teknls Otnas Pusal 
Kesehaian Hewan dan Laboratorium Kesehalan Masyaral<at 
Veteriner paca Dinas Petemakan, pe, ;;anan can Kelautan 

tersebut. perfu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peratucan Daeran Ka.bupa;EJM 

Bekasl Nomor 8 Tahun 20i4 tentang Organisasi Perang'<at 
Daerah Kabupaten Bekasi, yang diantaranya meogatur 

kelemba~an Dinas Petemal<an. perikanan Clan Kelautan, maka 
lebih lanjut dalam melaksanakan tekn~ operasional sebagian 

tugas dinas dimaksud perfu dibentuk Untt Petaksana T cknis 
Dinas Pusat Kesehalan Hewan dan laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Veteriner Kabupaten Bekasi: 

Menimbang 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNlS DINAS 

PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN LASORATORl!IM KESEHATAN MASYARAKAT 
VETERINER PADA DlNAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 

KABUPATEN BEKAS! 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

NOMOR 17 Tahun 2015 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



8. Paraturan Pemerinlah Nomor 95 Tahun 2012 ten1allg Keseriatan 
Masyarakat Veterine, dan Kesejahteraan Hewan 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang 

Pengendalian can Penangg~fangan Penyakit Hewan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 130, 
T arnbanan lembaran ~ara Republik Indonesia Nomor 5543); 

5. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 19n tenlang Penolakan. 
Pencegahan, Pemberantasan clan pengobatar'I Penyai<it H•Wl'tn 

(Lembaran Negara Tahun 19n Nomor 20, Tamba~.an Lembaran 
Negara Nomor 3101); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3e Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemenntahan Antara Pem,;,rfntah, Pemerintahan Oaerah 
Proviosi dan Pemerintahan Daerah KabupalenlKota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No..lOr 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 :entang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik tndor.es:a 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik 
Indonesia Nomor 47 41 ); 

- 

2. Undan(}·Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemal<an dan 
Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubagh dengan 
Undang·undang 41 Tahun 2014 1entang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pet<'makan can 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
T ahun 2014 Nomor 338, T ambahan Lembaran Negara Repcblik 
lndon9sia Nomor 5619); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Nogara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nooior 5494); 

4. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerinta!1an 
Daerah (t.emoaran Negara Repubhk tndonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lnclor.esia 
Nomor 5587); 



4 Dinas adalah Oinas Petemakan, perlkanan clan Kelautan Kabupaten Bekasi; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Petemakan. perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Elekasl; 

6 Un,t Peiaksana Teknis Oinas adalah Unit Pelaksana Teknis Oinas Pusat 
Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Vetetlner pada Oinas 
Petemakan, perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi ; 

7. Kepala UPTO Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyara~.at 
Vetetiner adaleh Kepaia UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium 
Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Oinas Petemakan, Petlkanan dan Kelautan 
Kabupaten Bekasi; 

Oaerah adatah Kabupaten Bekasi; 

Pemerinlah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Be!<asl; 
• 

3. tlupati adalah Bupati Bekasl; 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

BAB I 
KETENTt;AN UMUM 

Pasal 1 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS PUSAT 
KESEHATAN HEWAN DAN LABORATOAIUM KESEHATAN 
MASYAHAKAT VETERINEA PADA DINAS PETEANAKAN, 
PEAIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

11. Peraturan Menteri P•rtanian 
Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pe::loman 

Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi • ·~mor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemenntahan Kabupatsn Bekasl 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 2008 N=r 6); 

13.Peraturan Daerah Kaoopaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kaoopaten Bekasl 
(LembaranDaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nemer 8). 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Penataan Organisasi Perangkat Oaerah; 



Dengan Pe,aiuran Bupall In, dlbentuk Unrt Pelaksana TekniS Oinas Pl.sat Kesehatan 

he"an can ~!lOcatorium Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Petemakan, 

Perikanan dan K.etaUU!n Kabupaten Bekasl. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos 

Kesehatan Hewan yang memberika,o pelayanan dibidang kesehatan hewan; 

,. tatoratonorn Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutr>ya dlsingkat 
LahOratorium Kesmave: adalah Laboratorlum yang Cllpergunakar untl.ll< 

melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap hewan, bahan asal hewan dan 

prooduk bahan asal nswan: 
1 O. Kesehalan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan 

hewan dan produk t,ewan yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi kesehalan manusia; 
11 Hewan adatah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian darl siklus 

hidupnya berada didara!, air. dan I atau udara, baik yang dipelihara maupun yang 

d1habita1nya; 
• 2. Kesehatan Hewan ad3iah segala urusan }'all9 bell<aitan dengan perawalan 

hewan, pengobalan hswan, petayanan kesehatan he, . .,,. pengendalian dan 
penanggulangan penyakil hewan, penolakan penyakit, medic reproduksi. me<:!ic 

konservasi, obathewan dan peratatan kesehatan hewan serta keamanan pakan; 
13. Petayanan Medik Reprocuksi adalah pelayanan kesehatan hewan dstam 

penanganan gangguan reproduksi; 

14. Vakslnast adalah pelayanan keseh1an hewan untuk pengebalanlpencegahan Clari 

suatu penyakil menular dengan cara pembenan vakksin; 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, wewenang dan hak secara pe,1uh oleh pejabat yang berwanang ur,tuk 
,nelaksanakan kegiatan sesual dengan Keahlian dan keterampilannya c!alam 
apaya mendukung ketancaran iugas pokok organisasi; 

16 Kegiatan ieknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan leknis 

yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

17 Kegiatan teknis. penunjang adatah togas untuk melaksanal<an kegialan unt~k 

mendukung petaksanaan tugas organisasl induknya. 



Untuk menyelenwa,akan tugas pokok sebagaima,,a dimal<sud pada PasaJ 4, UPTO 

Puskeswan dan Laboratonurn Kesmavet mempunyai fungsi : 

a. Peny,apan bahan oerumusan kabijakan tel<nis di bidang Pelayanan Keseha1an 
hewan dan Pemeriksaanipengujian Laboratorium penyakit hewan, bahen asaJ 
hewan serta IYOduk asal hewan sesuai d,ingan lingkup tugasnya; 

Bagian Ketiga 

Fungsi 
Pasal s 

UPTD Puskeswan dan Laboratorium Kesmavet mempunyai tu9•A pokok malaksanakan 
dan mengembangkan sebagian kegiatan teknis operasional danlatau t9kniS penurjang 

di bidang Pelayanan Keset>.atan Hewan dan Pemeriksaanlpengujlan taboratorium 

penyaklt nswan, oanan asal hewan serta produk asal hewan bsrdasarkan kebijakan 

6upa11 Bekasi yang menjadi kewenangan Oinas Petamakan, Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Bekasl. 

Bagian Kedua 
TugasPokok 

Pasal 4 

11} Unit Pelaksana Teknls Oinas Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium 

Keseha1an 111.asyarakat Veteriner pada Dinas Petemakan, Penlla.1an dan Ke!autan 
yang selanjutnya dalam Peraturan inl disebut UPTO Pusat Kesehatan Hewan clan 

Laberatorium Kesehatan =varakat Veteriner merupakan Untt Pelak$ana Teknis 

Oinas pada Dlnas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang mstaksanakan 

sebagian keglatan tekrns operasional <Ian kegiatan teknis penunjang di bklang 

Pelayanan Kesehatan Hewan. 

(2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehaian Masyarakat 

Veteriner dipimpin oleh seorang kepala UPTD Puskeswan dan Laboraloritlm 

Kesmavet yang ber1<edudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas melafui Sekretaris Oinas. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal3 



(2i Bagan StnJk!ur Organisasi UPTD Puskeswan dan l -"-ratorium Kesmavet 

sebagaimana tercanwm dalam Lampiran yang merupakan bagian yang !idak 

terp;sai,><at> clan f>eraltrran Bupat; ini. 

•, I Organisasi UPTD terdiri dan : 

a Kepala UPTD; 

b Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 

c Pelal<.=a Teknis 

d. Kelompo!\ Jabatan Fungsional 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
Pasal 7 

Organisasi UPTD Puskeswan dan Laboratorium Kesmavet terdiri dari unsur-unsur : 

a. P,mp,nan adalah Kepala UPTD Puskeswan dan Laboratolium Kesmave~ 

o Pelaksena Adminislrasi adalah Sub Bagian Tata usaha; 
c. Pelaksana Teknis 

d. Kelompok Jabatan F~ngsioral. 

BABIV 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Unsur-u.nsur Organisasi 
Pasal 6 

~ Penyelenggaraan sebag,an keg1alan teknis operasional darvatau tel<nis pem,njang 
Dinas di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan'pef19uJ'8n 

t.aooratcnurn penyakil hewan. oanan asal hewan serta produk asat hewan sesuai 

dengan lingkup rugasnya; 

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai der,gan lingkup tugasnya; 

d Pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh KepaJa Dinas seseai c:!&.,gan tugas 
dan lungsinya. 



• 
k. mernbantu melal<Sanakan pengawasan terhadap penyakil hewan menular; 

I. membantu mslaksanakan pelayanan medik reproduksi: 

m. melaksanal<an pelayanan pemefikS•tan dan pengujian Laborato!ium 

Keset,atan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner; 

n, membamu memberikan surat Keterangan kesenatan hewan; 

o. melakukan pembinaan kegiatan kstatausahaan di lingkungan UPTD; 

p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungslonat 

q. Mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesual dengan kebutuhan; 

t. merumuskan permasalanan den upaya pemecahannya; 

- 

(21 Uraian Tugas Kepala UPTG Pus~eswan <Ian Laboratorium Kesmavat: 

a. mengkoo:dinasikan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPTD 
Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner: 

b. memberi petunjuk peia!<sanaan rugas kepada bawahan; 

c. membagi tugas kepada bawahan; 

d. membimbing pelal<sanaan tugas kepada bawahan ; 

e. memeriksa dan menyempumakan hasil ke~a bawa11::-· 

f. mengkoordinasikat! penyusunan usulan anggaran UPTD; 

g. mombuat pedoman clan petunjuk teknis clan administrasi sesuai dengan 
rencana kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan clan Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

h. membantu mstaksanakan pemb<naan dibidang pelayanan kesehatan he\van 

dan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veterlner; 

I. membantu mstaksanakan kegiatan vaksinasl dan pengobatan hewan; 

J· membantu melaksanakan p,1ngawasan kesehatan hewan; 

L 

· 1) Kepala UPTD Puskeswan dan Laboratorium Kesmavat mempunyai tugas pokok 
r.,emimpin penyelenggaraan tugas dan fungsl UPTD sebagaimana tercanrum 

daram Pasaf 4 dan Pasal S Peraturan Bupati inl. 

Pasa: a 

Paragraf I 
Kepala UPTD 

Bagian Keliga 
Uraian Tugas Unsur Organisasi 



a. menyusun usulan rencana anggaran UPTO; 

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang·undangan di bldang 

tugasnya; 

c. mempelajari pedoman dan petunjuk tekrus serta adminislrasi di bidang 
perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum;dan sarana. 

d. rnelaksanakan konsullasi sesuai tir19kup tugasnya; 

e. menqetola surat-surat dan konsep naskah dlnas di 6ngkungan UPTD: 

f. menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian; 

g. menyusun bahan laporan pelaksanaan program can kegiatan UPTO; 

h. metaksanaxan pelayanan kebutuhan barang UPTO; 

12) Dalam melaksanakan tugas pokck sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bagian Tata Usaha mempunyai lungsi: 

a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan: 

b. pengelolaan administrasi keuangan; 

c. pengelolaan adml~istrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan; 

cJ pengelolaan administras, ke;:,egawaian; 

e. psnvusunan rencana dan program kerja serta pelaporan; 

J. pelaksanaan tugas·tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD. 

•3J Tata Usaha dalam meoyeleoggarakan tugas pokok dan tungsi sebagaimana 
dimaksuc pada ayat (1) dar, ayat (2). mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

• 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas pokok melaksanakan pengelolaan 

surat menyural, urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan 

admln,strasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta 

pelaporan. 

Paragraf 2 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal9 

s. melaksanakan koordlcasl dengan lnstansi tetkatt ses,.,al dengan ...:ayah 

kerjanya; 

I. melakukan hubungan kerja sama dengan untt kerja ter1<ait 

u memouat taporan hasil pelaksanaan 1ugas; 

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan. 



(2) Jen ls dan jenjang jabatan lungs ion al sebagaimana lerseoot pada ayal (I), diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang be~aku. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsionaf terdiri atas Jabatan Fungsional yang diatur 
berdasarka~ peraturan perundang-undangan yang be~aku. 

Pasal 10 

Paragraf 3 
Kelompok Jabatan Ft>19sional 

1. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana; 

j. mstaksanakan pengumpulan. pengolahan data clan kearsipan; 

k. melaksanakan admlntstrasi barang inventaris: 

1. mengisl tembar kartu surat rr.asuk dan menyampaikannya xepada atasan 

sebagai bahan pertimbangan: 

m. memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai der,gan 

kebutuhan dan ketentuan; 

n. mengisi lembar kartu sura: keluar dan msncatatnya pada aganda surat 

keluar; 

o. menyiapkan tanda terima surat atau bnrang cetal<an yang akan diktrim; 

p. menyerahkan surat atau oerang inventaris dan buku ekspedisl; 

q. memeriksa buku ekspedisi atau surat taoda terlma yang sudah ditanda 
tangani sesuai atamat surat: 

r. menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris l<e dalam tempat 
yang sudah dltentukan sesual dengan jenis dan s~atnya; 

s. menyiapkan berkas usu'an kenaikan pangl<at, cutl, lf,n I tugas belaiar, gajj 

berkala dan pensiun; 

t. menyampaikan informasi kepada pegawal di flngkungan unit kelja UPTO 
yang akan mengajukan usulan kenaikan pangka~ cuti, ijin I tugas belajar. gaji 
berkala dan pensiun: 

u. membuat laporan absensl harlan, mingguan dan bulanan: 

v, menyusun laporan keuangan clan kegiatan UPTO: 

w. mslaksanakan lugas kedinasan lalnnya sesual perintah atasan; 

x. melaporkan hasil pelak..sanaan tugas kepada atasan. 



( 1) Kepala UPTD wajlb memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokol< dan 

h.ingsinya kepada Kepala Dtnas. 

(2) Dalam penyampaikan taporan kepada atasan, tembusan tapcran wajib 

d1sampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara ruogsional 

mernpunyal hubungan kerja. 

~> Pengaturan mengenal ienis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman 

kepada keteotuan peraluran yang berlaku. 

Paragraf 3 

Pelaporan 

Pasai 13 

< 1) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Oinas melalui Sekretaris Dinas. 

<2) Kepala UPTD mendapatkan pembinaan teknis operaslonal dari kepata bido.ng 
sesuai dengan bidaflg tugasnya 

Paragraf 2 

nubungan Ketja 

Pasal 12 

,, Kepata UPTD ""ajib rnenqkoordmasikan, memberll<an bimbingan clan petun!uk 

pstaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana. 

( 1) Hal-hal yang menjadi rugas pokok dan fungsi UPTD merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkatL 
:21 Dalam melaksanaJ<an tugasnya Kepala UPTO. Kepala Sub Bagian Tata usare, 

dan Keklmpok Jabatan Fungs1onal wajib menerapkan prinsip koordinasi, illlegrasi 

dan sinkrooisasi. 

Pasal 11 

BAB V 
TATA KERJA 

Paragraf 1 
Umum 

.3\ Jumlah pela!<saoa jabatan fungsional sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), 

disesuaikan dengan kebutuhan dan beban Kerja. 



rial·hal yang belum cukup diatur dalam Pereturan ini sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya diatur dan ditelapkan lebih tanjut oleh Kepaia Oinas. 

Pasal 17 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Betania Daerah 

Kabupaten Bekas1. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 16 

1; Ke1entuan-kelentuan lain mengenal kepegawalan diatvr berdasarkan peraturan 

perundang-undangan Y8"9 bertaku, 

( 1) Kepata UPTD dan Kepala Svb Bagian Tata Usaha diangkat dan diberMnlikan 

ofeh Bupati sesuai dengan peraturan perundang·undangan yang bedaku, 
(2) Kepala UPTD wajib metaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraluran 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

Pasal15 

( 1) Dalam hal Kepala UPTO berhalangan. Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub 

Bagian Tata usana, 
12, Datam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhatangan, maka Kepala UPTO 

dapat diwakili oleh Pelaksana Teknis atau Kelompok Jabatan Fungs;onal sesuai 

dangan bidangnya. 

Pasat 14 

Paragraf 4 

Hal Mewakili 



Diundangkan di Cikarang Pusat 
/J pada tang gal 11 Mei 2015 

A SEKRETARIS D AH . PA"(t:N BEKASl-'f -: 
~ 

H.~ 
SERITA DAE AH KA.BUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 17 

ttd 

H1. NENENG HASANAH YASIN 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan ell Cikarang Pusat 
pada tanggal 11 Mei 2015 

Agar setiap orang mengetah•,inya. memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Bekasl. 

Peraturan ini mulal berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 19 

00ngan oortakunya Peraturan inl segala ketentuan yang mengatur tlal yang sama <1an 

atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 18 


